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	RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014. LKIP Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan capaian kinerja selama tahun 2014. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017 Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan RPJMD 2013-2017, maka LKIP ini merupakan LKIP kedua dari tahun pertama dibuatnya RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RPJMD 2013-2017 yang memuat visi, misi tujuan, sasaran dan program yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2013-2017, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja setiap tahun.
Visi pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Adapun peran yang sudah dilaksanakan Provinsi DKI Jakarta selama ini yaitu : Ibukota NKRI sehingga menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan politik, pusat kegiatan budaya, pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan pintu gerbang utama menuju dunia internasional.
Untuk mewujudkan visinya, Provinsi DKI Jakarta memiliki lima visi, yaitu (1) mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; (3) menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota; (4) membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; (5) membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Provinsi DKI Jakarta menetapkan 11 (sebelas) tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu: (1) mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai; (2) mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan; (3) menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun; (4) mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim; (5) menyediakan hunian dan ruang public yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; (6) mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal; (7) menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota; (8) mendorong penyelenggaraa pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan; (9) meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat; (10) meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat; (11) mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.
Untuk mencapai tujuan strategis diatas, dalam tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan dua puluh sembilan sasaran strategis sebagai indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta Jakarta Tahun 2013 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Provinsi DKI Jakarta untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2013. Lakip ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewajiban ini terdiri dari indikator makro ekonomi dan sosial dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat diselenggarakan dengan baik, seperti yang telah diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan DPRD telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran rakyat DKI Jakarta sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tercapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih seperti tujuan pembangunan provinsi DKI Jakarta terlihat dari :
1. Kondisi Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III Tahun 2014 tumbuh sebesar 6,03% dibandingkan dengan tahun 2013. Besaran PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada triwulan ketiga tahun 2014 sebesar 1.051,21 trilliun sedangkan atas konstan 376,26 trilliun.
2. Berdasarkan dari berita resmi Statistik BPS, Besaran PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada triwulan III/2014 mencapai Rp 362,83 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 127,85 triliun. Dari sisi lapangan usaha, peranan tiga sektor utama yakni sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian DKI Jakarta sekitar 64,11 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, sebagian besar PDRB Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk konsumsi rumahtangga sebesar 58,27 persen, ekspor sebesar 52,28 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 37,00 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali
4. Pembangunan yang berimbang antara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan ruang ekonomi
5. Human Development Index (HDI) yang bertambah baik
6. Kota yang semakin layak sebagai tempat tinggal yang dapat dilihat dari rasio ketersediaan dan kebutuhan rumah susun serta adanya program kampung deret
7. Kota yang memperhatikan penanganan masalah sosial yaitu turunan jumlah titik lokasi rawan PMKS anak jalanan dan pengentasan RW kumuh
8. Kota yang tingkat toleransi warga nya semakin baik terlihat dari meningkatnya indeks demokrasi dan berkurangnya lokasi rawan ketertiban umum.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2014 yang telah disusun dalam laporan ini menjelaskan bahwa jumlah sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta sebanyak dua puluh sembilan telah dilaksanakan dan bahkan ada terdapat IKU yang capaiannya melebihi target, akan tetapi tidak dipungkiri masih ada beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target capaian yang ditetapkan.
Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai standar kehidupan kota yang lebih baik. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 47 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Namun demikian terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan revisi dikarenakan indikator tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaannya dan indikator tersebut juga belum memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, attainable, relevan, timely).
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